BAB Il

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi

Cikal bakal terbentuknya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
(CPPD) Kota Depok Il Cinere diawali dengan berdirinya Instalasi Samsat
Pembantu Cinere pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinisi

Wilayah | (Depok). pada tanggal 19 Agustus 2003 dengan wilayah pelayanan

pada waktu itu melij ntan Limo dan Kecamatan

Sawangan dengan md jedung di jalan Raya Limo
Cinere Depok sampali

Pada tanggal Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 113 f rganisasi Tata kerja Unit
pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa
Barat, instalasi Samsat berubah status menjadi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah XXXII (Cinere). Pada tanggal 12 Januari 2010 oleh Gubernur
Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, serta pelaksanaan pelantikan pejabat structural
pada tanggal 29 Januari 2010 untuk pengisian jabatan pada Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXII yang terdiri dari Kepala UPPD,
Kepala Subag Tata Usaha, Kepala Seksi PKB/BBNKB dan kepala seksi pajak non

PKB/BBNKB.

23



24

Selanjutnya seiring dengan diberlakukanya Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 17 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 39 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, fungsi, rinci, tugas Unit dan Tata
kerja Unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,
nomenklatur UPPD Wilayah XXXII Cinere berubah menjadi “Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere”, dan terhitung
mulai tanggal 02 Mei 2011 pelayanan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor untuk
kendaraan bermotor baru (BBNKB 1) dapat dilaksanakan dikantor Samat Cinere
menjadi Samsat Definitif.

Selanjutnya bercdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016

tanggal 30 Novembd T AT ‘ndapatan Daerah Provinsi
AL

, 2]
% '- ;; F)

-

Wilayah Jawa Barat crah Kota Depok 11 Cinere

Jawa Barat, dan Cab Daerah Provinsi Wilayah

- ayanan Pendapatan Daerah
UNIVERSITAS

Disamping itu juga Sistein Adiministrasi ivianunggal Satu Atap (SAMSAT)

Kota Depok Il Ciner

Provinsi Wilayah Kot

Cinere Depok secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan
sesuai dengan yang diharapkan masyarakat/wajib pajak. Melalui penerapan sistem
manajemen mutu 1SO 9001 : 2008 SAMSAT Cinere Depok dituntut untuk selalu

memperbaiki kinerja mutu layanan secara berkesinambungan.
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1. Visi dan Misi pada SAMSAT Cinere Depok, yaitu:

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai
pengguna jasa, SAMSAT Cinere kota Depok selalu berpegang teguh pada
pencapaian visi dan misi yang di tetapkan
a. Visi
Terwujudnya Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat
b. Misi

1) Mengamankan target pendapatan Derah;
2) Mewujudkan pelayanan yang ramah, mudah cepat, nyaman dan aman;

3) Memantapkan Kineria pegaawai dan organisasi:

4) Meningkatkan ko dengan mitra kerja terkait.
2. Kebijakan Mutu

Seluruh pegawsa cre kota Depok bertekad
memberikan pelayans: va kepuasaan wajib pajak.
Untuk mewujudkan ki
1. Senantiasa melakukai peningkatan peiayanan secara berkesinambungan,
2. Senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku,

3. Senantiasa meningkatkan profesionalisme pegawai,

N

. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai,

ol

. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
a. Motto layanan

Kepuasan Masyarakat adalah citra pelayanan kami.
b. Janji Layanan

1) Melayani dengan senyum, salam dan sapa
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2) Memberikan layanan yang rapih, bersih dan nyaman
3) Merespon setiap keluhan, saran dan keritik
c. Maklumat Pelayanan
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai
standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami

siap menerima sanksi sesuai peraturn perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pada SAMSAT Cinere Depok
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap organisasi memiliki

rencanan atau strategi. Salah satu strategi untuk mencapai sukses pelaksanaan

strategi adalah strukt seluruh kegiatan susunan

sub-sub sistem denga gung jawab masing-masing
fungsi tersebut.
Berikut ini me pada  Sistem  Administrasi

Manunggal Satu Atap (SENMSAN S aitu:
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KEPALA P3D
WILAYAH KOTA DEPOK Il CINERE

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENERIMAAN DAN PENDATAAN DAN
PENAGIHAN PENETAPAN

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Struktur Organisa AMSAT Cinere Depok

Berdasarkan strul{ ta kerja setiap bagian yang

dapat menunjukkan fu an, yaitu :
1. Kepala Cabang T8
a. Tugas:
Memimpin, mengkordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan tugas pokok Cabang Pelayanan Dinas.
b. Fungsi :
1) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum
pemungutan pendapatan Daerah; dan
2) Penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah.

c¢. Rincian Tugas :

1) Menyelenggarakan perumusan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
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2) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas poko dan fungsi cabang pelayanan Dinas;

3) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum,
pengendalian, pelaporan dan koordinasi pendapatan Daerah;

4) Menyelenggarakan pelayanan umum pemungutan pendapatan Daerah;

5) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambil kebijakan;

6) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

7) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan

8) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagia
a. Tugas:
Melaksanakan pe enyusunan rencanaprogram
pengelolaan admi SR , dan umum.
b. Fungsi UNIVERSITAS
1) Pelaksanaan koordinasi dain penyusunain rencana program, pengendalian dan
pelaporan;
2) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum;
3) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
c. Rinciaan Tugas :
1) Melaksanakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas Dan
Subbagian Tata Usaha;

2) Melaksanaka pengelolaan data dan informasi;

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
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4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

5) Melakukan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan,
urusan rumah tangga serta perlengkapan;

6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan;

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rogram kerja cabang pelayanan Dinas
dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

9) Melakukan tugas lainya sesuai tugas pokok dan fungsinya;

3. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan

a. Tugas:
Melaksanakan pe i dan BBNKB.
b. Fungsi:
1) Penyusunan ba um pemungutan PKB dan
BBNKB.
2) Pelaksanaan pelayanain umuim pemungutan PKB dan BBNKB.
c. Rincian Tugas :
1) Melaksanakan peyusunan program kerja seksi pajak kendraan bermotor dan
bea balik nama kendaraan bermotor;
2) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum
pemungutan PKB dan BBNKB;
3) Melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB dan BBNKB;

4) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan

PKB dan BBNKB;
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5) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan umum pemungutan PKB
dan BBNKB;

6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan;

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
a. Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan umum pemunguian Non PKB/BBNKB.

b. Fungsi :

1) Penyusunan bahal um pemungutan non pajak

kendaraan bermof bermotor; dan

2) Pelaksanaan pela O et e KB dan BBNKB.

c. Rincian Tugas : UN'VERS'TAS

1) Melaksanakan penyusuiian prograin Kerja sieksi non pajak kendaran bermotor
dan bea balik nama kendaraan bermotor;

2) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum,
koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan non PKB dan
BBNKB,;

3) Melaksanakan pelayanan umum pemungutan, meliputi pajak air permukaan,
pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah;
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4) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemungutan,
meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak
rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-
lain pendapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah;

5) Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan non PKB dan BBNKB,
meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak
rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-
lain pndapatan asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan Daerah vang sah:

6) Melaksanakan pe cbagai bahan pertimbangan
dalam pengambil3

7) Melaksanakan ko

8) Melaksanakan eV

9) Melaksanakan tud pk dan fungsinya.

3.1.3. Kegiatan Kantor SAMSAT Cinere Depok.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut
SAMSAT Cinere kota Depok merupakan serangkaian kegiatan dalam
penyelenggaraan Registrasi dan ldentifikasi Kendaraan Bermotor (Ranmor),
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi

dalam Kantor Bersama Samsat. Tujuan dari kantor bersama Samsat adalah
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memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor),
pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi
dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan secara informatif.

Kantor bersama Samsat merupakan wadah bagi Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Dirlantas Polda,
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak
Provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan (Dispenda), dan Badan Usaha dalam
menyelenggarakan Samsat (PT. Jasa Raharja). Ketiga instansi di atas selanjutnya

disebut sebagai Tim Pembina Samsat vang memiliki fungsi pelayanan masing-

masing, yaitu sebagali

1. Dirlantas Polda
Registrasi dan Ider ident ranmor) adalah fungsi

Kepolisian untuk dan kelaikan, kepemilikan

serta pengoperasiéa Kk Kepolisian dan pelayanan

kepada masyarakai imelaiui veriiikasi, peicaiaian dan pendataan, penomoran,

penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan

serta pemberian informasi. Termasuk di dalam layanan registrasi dan

identifikasi ranmor ini adalah :

a. Registrasi Ranmor baru

b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik

c. Registrasi perpanjangan Ranmor dan/atau

d. Registrasi pengesahan Ranmor

e. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana
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f. Penggantian dokumen Regident Ranmor
g. Penghapusan nomor registrasi Ranmor
2. Pelayanan Dispenda

Menerima dan mengelola Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang

meliputi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang
dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan
dan/atau pemeliharaan ialan seria peningkatan moda dan sarana transportasi
umum.

3. PT. Jasa Raharja

Menerima dan me wajib dana kecelakaan lalu

lintas dan angkutari

a. Sumbangan W&l ) Lintas Jalan (SWDKLLJ)
merupakan sumbaingan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Ranmor
sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan

b. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) merupakan
dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan
penumpang angkutan umum.

Pembentukan kantor bersama Samsat di Jawa Barat dimulai pada tahun 1978

berdasarkan keputusan bersama 3 menteri yang secara prosedur administratif
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didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 16 Tahun 1977
tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan System Administrasi Manunggal
Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
Pembayaran Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Tim pembina Samsat
Provinsi Jawa Barat memiliki tiga komitmen yakni:

1. Pelaksanaan operasional Samsat yang berkualitas.

2. Terbangunnya sinergitas unsur pembina dan penyelenggara Samsat.

3. Implementasi dinamisme dan standar operasional prosedur pelayanan Samsat.

Sampai saat ini Provinsi Jawa Barat memiliki 40 titik pelayanan Samsat yang

terdiri dari 34 kantor bamsat outlet, dan 1 Samsat

e —
g ’.-""-_-' rrﬁ% Ff‘-’-“.‘-\‘_

BLI):

corner yang tersebar . Selain itu, tim Pembina

Samsat Jawa Barat p amsat pertama di Indonesia
yang bekerjasama den hank persepsi provinsi Jawa
Barat. Tim pembina S ima dengan bank BJB guna
melayani pembayaraii pajak Kendaraan berimotor tahunan yang dapat dilakukan di
mesin-mesin ATM bank BJB diatas di seluruh Indonesia.

Dengan banyaknya pilihan pelayanan yang disediakan oleh tim pembina
Samsat Jawa Barat bagi Wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban regident
ranmor, membayar PKB dan BBNKB, serta membayar iuran SWDKLLJ dan
DPWKP setiap tahunnya sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk

tidak melaksanakan kewajibannya. Karena hasil penerimaan PKB paling sedikit

10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,
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dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan

modal dan sarana transportasi umum.

3.2. Hasil Penelitian
3.2.1. Ketentuan Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Cinere Depok.
Terbentuknya suatu administrasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di awali dengan adanya ketentuan-ketentuan pada kantor SAMSAT Cinere
Depok. Adanya ketentuan yang diberlakukan tersebut untuk kelancaran proses

administrasi pelayanan PKB vang dilakukan pada kantor SAMSAT Cinere kota

Depok secara tunai sl
1. Wajib pajak dapat o QSLATETE SAT Cinere kota Depok

ataupun dapat div W rrrrre,/ kLl gan membawa surat kuasa

pajak yaitu terdiri dari photocopy KTP, phoiocopy SKPD, photocopy STNK,
dan photocopy BPKB.
a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
Setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
sebagai tanda bahwa orang tersebut asli orang Indonesia.
b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan berfungsi

sebagai alat bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.
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c. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan
bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftar.
d. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
BPKB adalah dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan
Lalulintas Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang berisi identitas dan
kepemilikan kendaraan bermotor berlaku selama tidak dipindah tangankan
3. Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
4. Besaran pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD

yang dipersamakan dan harus dilunasi sekaligus.

5. Pembayaran diang| sl A aan Surat Ketetapan Pajak
. b1 sebagai bukti pembayaran

atas pajak terutang.
6. Pembayaran PKB aan pembantu pada Dinas
yang ditunjuk oleh yang ditunjuk, selanjutnya

ditatausahakan dain disetorkain Ke Kas Daeran.

3.2.2. Prosedur Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSAT Cinere Depok.
Dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tunai,
Wajib pajak dapat datang langsung ke kantor SAMSAT Cinere kota Depok
ataupun dapat diwakilkan oleh penerima kuasa dengan membawa surat kuasa

yang telah di tandatangani oleh Wajib pajak dan penerima kuasa. Pembayaran
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secara tunai ini tidak sulit jika perlengkapan yang diperlukan tersedia, karena
pembayaran secara tunai akan dibantu langsung oleh petugas yang berkaitan.
Dalam prosedur administrasi pelayanan PKB terdapat bagian-bagian yang
terkait dalam proses pendaftaran PKB adalah sebagaai berikut :
1. Wajib Pajak
a. Wajib pajak adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, pemerintahan Daerah,
Pemerintahan kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
b. Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB sebagaimana di maksud pada

ayat 1 dan ayat 2, vaiiu :

1) Orang pribadi, tan, kuasanya, ahli waris

dan/atau penga

2) Badan, diwakili
3) Pemerintah, Pe abupaten/kota, pemerintah
Daerah, TNI da
4) Wajib pajak perorangan aiau badain sebagai pemilik terakhir kendaraan
bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi,
bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya.
2. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak
Petugas Pendaftaran Wajib Pajak adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala
KPP untuk melayani Pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan dan/atau pengukuhan

pengesaha kena pajak, perubahan data Wajib pajak, perpindahan Wajib pajak

dan/atau pengesaha kena pajak, pencabutan SKT dan penghapusan NPWP
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dan/atau pencabutan SPPKP, dan baik yang diterima secara langsung maupun
melalui Pos tercatat.

3. Petugas Pajak Progresif
Petugas loket pajak progresif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pajak
(progresif) yaitu pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikkan kedua dan
seterusnya yang diterapkan pada kendaraan pribadi baik roda 2 (dua) atau roda
4 (empat) dengan nama pemilik, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan
yang sama.

4. Petugas Pengesahan Roda 2 (dua)

Petugas loket pengesahaan roda 2 (dua) mempunyai tugas untuk mengecek

kepemilikan kendz njib pajak atas kepemilikan
kendaraan roda 2 (
5. Petugas Penetapan
Petugas loket pent yai tugas untuk mengecek
berapa besaran paj4 ) pajak.
6. Kasir
Petugas loket pembayaran (kasir) biaya PKB dengan jumlah biaya sesuiai
dengan jumlah yang di keluarkan oleh bagian petugas penetapan pajak.
7. Petugas Penyerahan STNK
Petugas loket penyerahan STNK mempunyai tugas memanggil wajib pajak,
terhadap STNK yang telah disahkan.
Dokumen-dokumen yang harus di siapakan oleh SAMSAT Cinere dalam

prosedur administrasi pelayanan PKB Cinere Depok antara lain :

1. Formulir pendaftaran
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Formulir pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek
pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB
kendaaan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi warna/mesin,
lelang dan ganti kepemilikan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat
bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.

. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermoior (NPPKB)

NPPKB adalah nd tnentukan besarnya jumlah

pajak yang terutang

UNIVERS
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Berikut ini adalah flowchart administrasi pelayanan pajak kendaraan

bermotor roda 2 (dua) secara tunai pada kantor SAMSAT Cinere kota Depok.

START

> WAJIB PAJAK

I

WAJIB PAJAK
MENGAMBIL
Form
PENDAITTARAN

!

WAJIB PAJAK
MENGISI Form
PENDAFTARAN

TIDAK
LENGKAP

WAJIB PAJ
MENYERAH

FORMULIR

MELENGK
PERSYARAT]

PETUG
MENGEC!
PERSYARATAN
WAJIB PAJAK

KELENGKAPAN
?

LENGKAP

SA
P 3y
v
* y x
OR M"i

PETUGAS
MENGEMBALIKAN
KTP WAJIB PAJAK

PETUGAS
MENETAPKAN
DAN MEMBERI
(NPPKB) PADA

WAJIB PAJAK

PETUGAS
MENERIMA
PEMBAYARAN
DARI WAJIB
PAJAK SERTA
DIBERI (SKPD)

PETUGAS
MEMBERIKAN STNK
BARU WAJIB PAJAK

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Gambar [11.3.
Flowchart administrasi pelayanan pajak kedaraan bermotor pada SAMSAT Cinere
Depok
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Berdasarkan flowchart administrasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) pada gambar 111.3. maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib pajak dapat datang langsung ke kantor SAMSAT Cinere Depok untuk

proses pengesahan ulang 1 (satu) tahun atau biasa disebut daftar ulang

pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Sebagai tahap awal pendaftaran Wajib pajak dapat mengambil formulir

pendaftaran yang telah disediakan oleh kantor SAMSAT Cinere Kota Depok.

Dibawah ini adalah contoh form pendaftaran pada Gambar I11.4.

[0 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tanda Terima :
e
o

No. Pendaftaran
No. Registrasi

: Tanda Tangan Petugas
KEPOLISIAN NEGARA ¥

1. NOMOR REGISTRASI

Il. IDENTITAS KENDARM )

a. Merk

| b.Type

| _c. Jenis

d. Model

e. Th. Pembuatan an_:

1. Isi Silinder

. Nomor Rangka/NIK/VIN

h. Nomor Mesin

1ll. DOKUMEN REOlSTRA =

a. No. Faktur

T R

c. APM / Importir H

d. Nomor PIB

e. No. SUT/SRUT

+-No- Tenda Pendafiaran Tigs:
IV. IDENTITAS PEMILIK U N IVE Rs I TAS

RANMOR MiL 1 1K PRIBADI
a. Nama Lengkap Pemilik g
b. Alamat Pemilik :
c. Kode Pos 3 c. Kode Pos.
d. No. Tel 2 d. No. TDP
e. No. NPWP H e. No. Akte Pendirian
f. No. KTP/Kitas/Kitap H f. No. SIUP
g. No. Passport g. No. NPWP
V. JENIS PERMOHONAN
BARU / PERTAMA PERUBAHAN RN AN RS PERPANJANGAN
a. CKD a. Ganti Nama Pemilik a. STNK Rahasia a. Pengesahan STNK Tahunan
b. CBU b. Pindah Alamat Pemilik | b. STNK Khusus b. Perpanjangan STNK 5§ Tahunan
c. Kedutaan c. Rubah Bentuk - Dinas TNI
d. Lembaga Internasional d. Rubah Warna - Dinas Polri
e. Hasil lelang Ranmor Dinas e. Ganti Mesin - Sipil
TNI/Polri f. Ganti Nomor Registrasi
f. Hasil lelang temuan Ditjen Bea |g. Rubah Fungsi
Cukai / Polri h. STNK Hilang
I. STNK Rusak
J. Hibah / Waris
k. Badan ukum
I. Mutasi Keluar Daerah
Pemohon

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Gambar 111.4.
Contoh form Pendaftaran
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3. Setelah Wajib pajak mengambil formulir tersebut Wajib pajak selanjutnya

dapat mengisi formulir pendaftaran tersebut secara lengkap, yang telah

disediakan oleh kantor SAMSAT Cinere kota Depok. Dibawah ini adalah

contoh form pendaftaran yang sudah diisi lengkap pada Gambar I11.5.

No. 10028001

Dasar Hukum Penerbitan STNK : Pasal 64, 65, 66, 67, 68
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

%o

B

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 10028001

Tanda Terima :

No. Pendaftaran
No. Registrasi g
Tanda Tangan Petugas

FORMULIR PERMOHONAN STNK
(DlISI OLEH PEMOHON)

I. NOMOR REGISTRASI :

Il. IDENTITAS KENDARAAN

a. Merk . |Honda i. Warna Kendaraan Merah
b. Type i Xl Bo2RoRlLO AT j. Bahan Bakar
c. Jenis Sepeda  Motor k. Warna TNKB
d. Model CrboSan Mot | Tahiin Baniatraei .
e. Th. Pembuatan 3 rvi= ftaran
f. Isi Silinder 3
g. Nomor Rangka/NIK/VIN :
h. Nomor Mesin Wi
Ill. DOKUMEN REGISTRA
a. No. Faktur 3 (o
b. Tanggal
c. APM / Importir
d. Nomor PIB
e. No. SUT/SRUT 3
f. No. Tanda Pendaftaran Tipe:
IV. IDENTITAS PEMILIK
RANMOR MiLI MILIK PRIBADI
a. Nama Lengkap Pemilik : m :
b. Alamat Pemilik Lol -
7
c. Kode Pos : I |
d. No. Telp st & rYER S T
e. No. NPWP f
f. No. KTP/Kitas/Kitap
g. No. Passport s g..No. NPWF
V. JENIS PERMOHONAN
BARU / PERTAMA PERUBAHAN N E L NISAN DENOAN PERPANJANGAN
a. CKD a. Ganti Nama Pemilik a. STNK Rahasia &’ Pengesahan STNK Tahunan
b. CBU b. Pindah Alamat Pemilik | b. STNK Khusus b. Perpanjangan STNK 5 Tahunan
c. Kedutaan c. Rubah Bentuk - Dinas TNI
d. Lembaga Internasional d. Rubah Warna - Dinas Polri
e. Hasil lelang Ranmor Dinas e. Ganti Mesin - Sipil
TNI/Polri f. Ganti Nomor Registrasi
f. Hasil lelang temuan Ditjen Bea |g. Rubah Fungsi
Cukai / Polri h. STNK Hilang

i. STNK Rusak

j. Hibah / Waris

k. Badan Hukum

|I.  Mutasi Keluar Daerah

Pen}ghon
Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018
Gambar I11.5.

Contoh form Pendaftaran yang sudah diisi Lengkap.
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4. Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap oleh Wajib pajak, kemudian
menyerahkan formulir beserta map yang berisikan dokumen persyaratan
(BPKB, STNK, dan KTP) lainnya kepada petugas pendaftaran. Dibawah ini

adalah contoh BPKB pada Gambar I11.6, STNK pada Gambar I11. 7, KTP pada

gambar 111.8.

KEPOLISIAN ::‘:A:Alnrunm INDONESIA ”‘"”\'L#_m&nl%wé'h% Sy o
o DAE J:#‘ N 27k ?’??q /MJMEKTUR (ALULINTAS ol 9 w
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR @g‘x"—‘@q ; iw ]
mm '8 6743 212 KEND. BARU »,"llllllﬂ"»/ e :m slr ]
PEMILIK * SURINT 7 o Ay "‘
et FUL BALY NO 30 RT 001 RW 011.CINERE CI-
k m‘( ] NERE DEPOK |
| + HONDA WARNA : L MERAN
'_m‘i 'Y XABOZROTL A/T BAMANBAKAR  © BENSIN ‘
I JENIS 1t GEPEDA MOTOR WARNA TNKB i HITAM
MOooEL ’ ! SEREOA MOTOR TAHUN REGISTRASI :  2)1%
{ TN g NONORBRKE (13711944
©ISI SILINDER t 110 cC KODE LOKASI 1120110
[ NOMOR RANGKANIKVIN 11111 FR116FK 112203 NO i
| NOMOR MESIN ¢ AFRIEL109326 BERLAKU SAMPAL: ¢, 511 2070

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Gambar I11.7.
Contoh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
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é : PROVI.& WA

! & '

§ NI # : 3276096708810002
Nama : SUMINI
dem mﬂ 27-06-1981

Jenis Kelamin Gol. Darah :

W :.I.BNJ'K).SB

R P S R SR B L S i L «i \
{
f
|
{ RTRW : 0014011 i

Kecamatan : CINEPE

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Gambar 111.8.
Contoh Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kemudian Petug brhadap persyaratan yang

diserahkan oleh , STNK, BPKB dan SKPD.
Apabila belum |4 inta untuk melengkapinya
terlebih dahulu, —r dipersilahkan melanjutkan

UNIVERSITAS

. Selanjutnya dokumen pendaftaran diteruskan ke bagian Petugas pajak

pendaftaran ke lo

progresif, pada bagian ini petugas mengelola dokumen serta mengecek
kepemilikkan nomor urut kendaraan Wajib pajak untuk pendaftaran Petugas
loket roda 2 (dua).

. Setelah dari bagian loket pajak Progresif, Wajib pajak di persilahkan duduk di
kursi untuk menunggu di bagian depan loket pendaftaran progresif. Selanjutnya
petugas akan mendaftarkan kendaraan Wajib pajak pada masing-masing

jenisnya yaitu kendaraan roda 2.
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8. Petugas loket roda 2 memanggil Wajib pajak sesuai jenis kendaraannya dan
mengembalikkan KTP asli Wajib pajak.

9. Proses dilanjutkan, Wajib pajak di panggil kebagian petugas penetapan untuk
pengesahan dokumen. Pada bagian ini Petugas memasukkan data kemudian
dilakukan penetapan dan memberikan Nota Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor (NPPKB). Dibawah ini adalah contohn NPPKB pada Gambar 111.9.

PEMERENTAH PROVINST JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DARRAH

PPPD .. WIL. KOTA DEPOK IT CINERE
INFO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

KET : B.U. [1.0.0] MILIK KE : L 1,78
NO.POLTST : B -6743-ZHZ [1] - CINERE
NANA : SUMINT

ALAMAT : JL BALI NO 38 RT 001 RW 011 CINERE CINERE DEPOK
MS.PAJAK : 05 Jun 2018 S/D 05 Jun 2019 3

MEREK /TYPE: HONDA/Y1ROZ2RATLA B /%

N
RA
ce
DE

(R2)
6]

(=

¥ UNIVERSITAS

(¥

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Gambar [11.9.
Contoh Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB)

10. Wajib pajak selanjutnya ke Bagian kasir dengan menunjukkan NPPKB,
kemudian petugas menerima pembayaran dari Wajib pajak dan diberikan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat

bukti pembayaran. Dibawah ini adalah contoh SKPD pada Gambar 111.10.
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svmmmmrum» mumm KLLI e e 1 G
TS I SR Mo 99~ FS o6 s ] IIIIIIIIIIIIIIIJ!IIIINIIIIIII
,

KA. ST BN GLAVA A, T
2. 201

NOMOR REGISTRA E: A7 OTETED, x Y‘IJO IR 17 CIN B
LLL MILIK 0. HP B0 L 000 2 7 P, k
| L s W\IIFE 25 RT 00T RUJ OTT CINERE CINER WA,

‘ weRKTYRE ﬂm”WTT‘WT
JENISMODEL TREDA MOTOR BAHAN BAKAR BERSTN
nreseeRN . 2015/2015 WARNATNKB :  HILTAM
VIARNA K8 5 LMERAH KEPEMILIKAN KE s S 178
vamuuosmp 110 cC NO REGISTRAS! LAA
NOwOR RANSKANIK. » DT F R BEK 112

- voworwes BRI 100326 KODE KB
%40, 67ke) G LA13711984 0 [09:1288805-9 2. 00
U5y 2018 |

znu) 3

EEDHE. R 000

Sumber : SAMSAT Cinere Depok, 2018

Gambar 111.10.
Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

11. Setelah petugas menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, Wajib

Pajak menunggu [anesilanptasmieokeinpengesai o STNK, setelah dipanggil

petugas memberi dan Wajib pajak dapat
langsung mengarm
Berdasarkan date agi Wajib pajak yang ingin
membayar PKB dapi SAMSAT Cinere Depok
dengan membawa per UN“’ERQ!TA'S' K, KTP, BPKB dan SKPD.
Persyaratan tersebut kemudian dibawa ke bagian pendaftaran kemudian dapat
mengikuti prosedur selanjutnya hingga proses pengambilan STNK baru dengan
menghabiskan waktu 30 menit.
Berikut ini contoh Rekapitulasi Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor
pada Kantor SAMSAT Cinere Depok

Pada tanggal 5 Juni 2018 Ibu Sumini mendatangi Kantor SAMSAT Cinere
Depok guna membayar pajak tahunan sepeda motor miliknya. Ibu Sumini

memiliki kendaraan sepeda motor dengan merk Honda, sepeda motor tersebut

telah jatuh tempo pembayaran pajak pada hari itu. Ibu Sumini kemudian menuju
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loket pendaftaran untuk mengambil formulir pendaftaran (Lampiran C.1.) dan
segera mengisinya sesuai dengan data kendaraan dan juga data dirinya.

Formulir dan persyaratan yang lain yaitu photocopy KTP (Lampiran C.3.),
photocopy STNK (Lampiran C.4.), photocopy SKPD (Lampran C.5.), photocopy
BPKB (Lampiran C.6.) dibawa oleh Ibu Sumini ke petugas pendaftaran untuk
dicek kelengkapannya, setelah dinyatakan lengkap oleh petugas Ibu Sumini
diminta untuk ke bagian Pajak Progresif. Pada bagian ini petugas mengecek
nomor urut kepemilikkan kendaraan Ibu Sumini, setelah dicek diketahui bahwa
nomor urut kepemilikkan kendaraan Ibu Sumini yaitu nomor urut kepemilikan ke

1 (satu). Berkas selanjuinva dilaniutkan ke bagian pendaftaran roda 2 untuk

didaftarkan, pada ta gambil kembali KTP asli
miliknya.

Ibu Sumini oses selanjutnya, setelah
menunggu kurang lel] gil oleh petugas penetapan
dan diberikan Nota Pe otor (NPPKB) sebelumnya
petugas telah memasukkan daia ibu Sumini Ke Koimpuier. Pada tahap selanjutnya
Ibu Sumini diarahkan petugas menuju kasir untuk melakukan pembayaran sesuai
dengan NPPKB (Lampiran C.7.). Setelah membayar kasir mencetak Surat
Ketetapan Pajak Daerah SKPD (Lampiran C.8.) lalu menyerahkanya kepada Ibu
Sumini.

Pada tahap terakhir Ibu Sumini diminta menunggu kembali untuk
pengambilan STNK baru pada bagian petugas pengesahan STNK dan diberikan

setempel pada STNK baru, kurang lebih waktu yang dibutuhkan sampai STNK
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baru jadi adalah 30 menit. Setelah 30 menit Ibu Sumini dipanggil oleh bagian

loket pengambilan dan mengambil STNK baru.

3.2.3. Kendala dan Solusi dalam Prosedur Administrasi Pelayanan PKB

pada SAMSAT Cinere Depok.

Dalam prosedur administrasi pelayanan pajak ada beberapa kendala dan

solusi yang harus di perhatikan oleh petugas, yaitu :

1.

Banyaknya Wajib pajak yang tidak membawa persyaratan pembayaran pajak
kendaraan bermotor secara lengkap.

Banyaknya tunggakan paiak kendaraan bermotor haik yang disebabkan oleh

kelalaian Wajib jibannya membayar pajak

kendaraan bermad faktor-faktor yang lainnya
seperti  misalnya rusak berat/sudah tidak
dipergunakan tetz ke Kantor SAMSAT.
Kesadaran masy/ k. Kesadaran masyarakat
merupakan hal yang paling dibutuhikan dalam terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang
enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka
meski telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan
bermotor mereka.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami

selama proses administrasi pelayanan PKB Pada SAMSAT Cinere Depok adalah:
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1. Untuk mengatasi banyaknya Wajib pajak yang tidak membawa persyaratan
secara lengkap diharapkan SAMSAT Cinere kota Depok dapat meningkatkan
sosialisasi mengenai hal tersebut dengan memasang iklan di media sosial.

2. Untuk mengatasi banyaknya tunggakkan pajak kendaraan bermotor, yang
dilakukan oleh SAMSAT Cinere kota Depok adalah dengan mengirimkan
blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan
kepada Wajib pajak, SAMSAT juga bekerjasama dengan Polri melakukan
operasi/razia dijalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang

menunggak pajak.

3. Mengatasi  kurand \ dalam membayar Pajak
Kendaraan Bermof] ikan pentingnya membayar
pajak, dengan me embuat iklan-iklan tentang

pentingnya memba Isi yang ada di Daerah.



